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ABSTRAK

Fransiskus Karo, 2016111126, Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Ende Terhadap Penjualan Daging Hewan Babi yang tidak sesuai
pada tempatnya Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan
Kesejahteraan Hewan

Setiap penjualan daging hewan babi harus berpedoman pada Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan
Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan sebagaiman ditegaskan dalam
pasal 4 ayat 2 huruf e. Akan tetapi dalam prakteknya penjualan daging hewan babi
di Kabupaten Ende tidak sesuai pada tempatnya.

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sanksi
bagi yang menjual daging hewan babi yang tidak pada tempatnya sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 Tentang
Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan dan untuk mengetahui
faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pemerintah daerah Kabupaten Ende
belum menyiapkan tempat penjualan daging hewan babi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis,
yaitu untuk mengkaji penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan
Hewan yang berkaitan dengan pemerintah daerah Kabupaten Ende belum
menyiapkan tempat penjualan daging hewan babi.

Hasil penelitian menunjukan Pemerintah Daerah Kabupaten Ende belum
menyiapkan tempat khusu penjualan daging hewan babi di Kabupaten Ende
berdasrakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012
Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.

Kesimpulan dari penelitian ini Pemerintah daerah belum menyiapkan
tempat khusus penjulan daging hewan babi berdasarkan berdasrakan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan
Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.

Kata kunci: Peran, Penjualan, hewan
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ABSTRACT

Francis Karo, 2016111126, The Role of the Industry and Trade Office of
Ende Regency in the Unsuitable Sales of Pig Meat in View of the Government
Regulation of the Republic of Indonesia Number 95 of 2012 Concerning
Veterinary Public Health and Animal Welfare

Every sale of pig meat must be guided by the Government Regulation of the
Republic of Indonesia Number 95 of 2012 concerning Veterinary Public Health
and Animal Welfare as emphasized in article 4 paragraph 2 letter e. However, in
practice, the sale of pork in Ende is not appropriate.

The purpose of this research was to find out the application of sanctions for
selling pork in an inappropriate manner in accordance with the Government
Regulation of the Republic of Indonesia Number 95 of 2012 concerning
Veterinary Public Health and Animal Welfare and to find out what factors caused
the local government of Ende Regency to not yet set up a place to sell pork.

The approach used in this study is sociological juridical, namely to study the
application of the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number
95 of 2012 concerning Veterinary Public Health and Animal Welfare related to
the local government of Ende Regency which has not yet prepared a place to sell
pig meat.

The results showed that the Regional Government of Ende Regency had not
prepared a special place for selling pig meat in Ende Regency based on
Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 95 of 2012
concerning Veterinary Public Health and Animal Welfare.

The conclusion of this research is that the regional government has not
prepared a special place for selling pork based on the Government Regulation of
the Republic of Indonesia Number 95 of 2012 concerning Veterinary Public
Health and Animal Welfare.

Keywords: Role, Sales, animals
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